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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI
Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya” adalah hasil penelitian lapangan (field research)
untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: Bagaimana mekanisme
praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya? dan
Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya?

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil
pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola
pikir deduktif, yaitu menggunakan pola pikir yang berpijak pada data dan fakta
yang ada untuk memecahkan rumusan masalah terkait Produk Amanah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, mekanisme praktik
Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan
akad murabahah pada transaksi jual beli dan rahn tasjily. Nasabah menyerahkan
BPKB kepada Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan untuk melakukan
pembiayaan dengan Produk Amanah dari transaksi murabahah dan sebagai
marhun dalam rahn. Sehingga ujrah dalam Produk Amanah, selain diambil dari
uang muka, dan biaya mu’nah (pemeliharaan), terdapat pula ujrah transaksi yang
diambil dari biaya administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan, tarif 7jarah 1%
untuk angsuran, dan biaya lain-lain seperti biaya materai dan asuransi. Kedua,
Akad yang pertama yaitu murabahah, dalam transaksi ini Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya menggambil keuntungan dari jual-beli. Dari jual beli
tersebut Pegadaian Syariah menetapkan adanya barang jaminan dan mengambil
biaya mu’nah atas jasa pemeliharaan. Sehingga akad murabahah dan rahn
merupakan satu kesatuaan meskipun adanya dua ujrah dalam satu transksi
dengan dua akad yang berbeda yaitu murabahah dan rahn. Penjabaran uraian
tersebut adanya kesesuaian antara praktik dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI
Nomor 92/DSN-MUIIV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-
Tamwil al-Mauthuq bi al-rahn).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya disarankan agar lebih giat mempromosikan produk Amanah
untuk membantu karyawan internal, eksternal maupun professional dan
pengusaha mikro memperoleh kendaraan pribadi dengan cara mengangsur dan
angsuran yang relative murah. Dan diharapkan Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya dapat berperan aktif untuk memberitahu nasabah terkait
barang jaminan dan yang ditetapkan dalam pembiayaan di awal transaksi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Negeri pertama di Indonesia berhasil berdiri setelah
dikeluarkannya Staatsblad No. 131 pada Tanggal 1 April 1901 yang
kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pegadaian di Indonesia. Seiring
berjalannya waktu, Pegadaian Negeri tersebut semakin berkembang
dengan baik, schingga Pegadaian telah beberapa kali mengalami
pergantian status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), IBW di
tahun 1928, Perusahaan Negara (1960) kembali ke status Perjan di Tahun

1969, dan Perusahaan Umum (PERUM) mulai tahun 1990 hingga saat ini.

Apabila memperhatikan sejarah Pegadaian maka ditemukan
bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 pada Tahun 1990 tentang
Perum Pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan
menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hal itu berarti Pegadaian
ditetapkan sebagai Badan Usaha Tunggal di Lingkungan Departemen
Keuangan Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menyalurkan
uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang bertujuan untuk menunjang

program pemerintah di bidang ekonomi atas dasar hukum gadai dan



mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar

yang terjadi di masyarakat.'

Pegadaian memberikan fasilitas bagi nasabah maupun masyarakat
untuk memperoleh pinjaman uvang secara praktis. Pinjaman uang
dimaksud, lebih mempermudah untuk diperoleh nasabah karena
menjaminkan barang-barang yang mudah didapat. Hal ini, membuat
lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan
masyarakat. Selain itu suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila
dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan

lainnya.

Bisnis syariah menjadi salah satu sektor di Indonesia yang sangat
berkembang pesat. Salah satu diantaranya adalah lembaga keuangan
syariah yang menganut prinsip-prinsip dan asas-asas syariah ketika
menjalankannya dan menjadikan kaidah-kaidah syariah sebagai landasan
berpijak. Hal-hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri apabila
dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Masyarakat
Indonesia yang mayoritas Islam meninginkan agar transaksi di Pegadaian
menggunakan akad gadai kemudian dilakukan berdasarkan prinsip syariah
dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan
lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum

Islam.Memilih lembaga keuangan syariah, selain halal juga bisa

1Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14.



memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya, nasabah tidak akan
terbebani dengan bunga yang terus bertambah setiap bulan. bahkan,
produk lembaga keuangan syariah tidak hanya diminati oleh muslim saja,
tetapi banyak pula umat beragama lain yang memanfaatkan kemudahan
jasa layanan berkonsep Islami. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak
yang dialami, nasabah bisa memanfaatkan berbagai kemudahan yang

ditawarkan di dalam produk lembaga pegadaian syariah.

Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon
kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam
yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Dalam
operasional, pegadaian syariah menerapkan produk penghimpunan dana
(funding) dan penyaluran dana (/ending). Dengan banyaknya minat
masyarakat untuk bertransaksi menggunakan akad syariah, pegadaian
mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah.
Gadai syariah dimaksud, di dalam istilah bahasa Arab disebut rahn. Rahn
adalah menahan salah satu harta milik peminjam (rd4in) sebagai barang
jaminan (marhun) atas pinjaman atau hutang yang diterimanya (marhun
bih). Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

Zhttps://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail-4255 diakses
pada 26 Maret 2019



https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail-4255

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana

dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.’

Dasar hukum akad rahn dalam pegadaian syariah adalah Alqur’an

surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

z D

540 ) 308 Uatg 1%ty odf O Wik D03 S A2 5 Lan I 258 By
e & olass & g i3 s 21 g WG 15 53U 1,455 Y5 % L;;J*”L:f

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ketika hendak melakukan tindakan bermuamalah ataupun
transaksi  hutang-piutang, dan dalam transaksi tersebut tidak
mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan
transaksi hutang-piutang, maka hendaknya meminta kepada yang
berhutang suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu
dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga
sebagai jaminan yang dapat dipegang atas hutang (marhum). Hal ini
dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang

melakukan perjanjian gadai dapat menimbulkan rasa saling percaya antara

’Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), 128.

“Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang, PT
Kumudasmoro Grafindo), 71.



satu sama lainnya. Sehingga, dalam transaksi gadai tersebut tidak
menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu
perselisihan antara para pihak yang bersangkutan yang mengakibatkan

kerugian.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan
pihak piutang tidak memiliki hak untuk memanfatkan atau
menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya
memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang membayar
pinjamannya, maka jaminannya harus dikembalikan secara utuh kepada

yang berhutang.’

Dan dijelaskan pula mengenai rahn dalam hadist yang berbunyi:®

J) & 38 pllih i g ale d Jo 250 5T Wte A g iise 02
RS (s B kg
“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Bahwa Rasulullah saw pernah

membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan
baju perang dari besi.” (HR Bukhari — Muslim)

Di dalam Islam, pelaksanaan gadai syariah diperbolehkan. Di
Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI juga sudah mengeluarkan empat
fatwa tentang gadai syariah dalam transaksi pembiayaan. Pertama, Fatwa
No 25/DSN-MUI/I/2002 tentang Rahn yang mengatur prinsip gadai
secara syariah. Kedua, Fatwa No 26/DSN-MUVIII/2002 tentang Rahn

Emas yang mengatur rukun dan syarat sahnya transaksi gadai dengan

*Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: imtiyaz, 2017), 121.
SMardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 140.



menggunakan emas sebagai jaminan. Ketiga, Fatwa No 68/DSN-
MUI/I/2008 tentang Rahn Tasjily yang mengatur ketentuan terkait
barang yang akan dijaminkan. Keempat, Fatwa No 92/DSN-MUI/IV/2014
tentang Pembiayaan yang disertai rahn (at-Tamwil al-Mausug bi al-

Rahn).

Pegadaian Syariah melayani gadai syariah dalam produk:

1. Kebutuhan Dana atau Gadai (Rahn)

2. Mikro atau BPKB (Produk ARRUM)

3. Pembelian Emas Batangan (Produk ARRUM Emas)
4. Pendaftaran Haji (Produk ARRUM Haji)

5. Pembiayaan Kredit Motor/Mobil Baru/Bekas (Produk Amanah)

Dari penyaluran dana tersebut beberapa akad dilakukan dengan
akad jual beli yaitu dengan pembiayaan kredit motor atau mobil baru
maupun bekas, atau biasa disebut dengan pembiayaan Produk Amanah.
Pembiayaan dengan Produk Amanah dari Pegadaian Syariah adalah
pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun
pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara

angsuran.

Pegadaian Syariah menyediakan Pembiayaan dengan Produk
Amanah untuk mempermudah masyarakat dan nasabah untuk memiliki
kendaraan sendiri dengan persyaratan yang mudah. Yakni untuk

karyawan tetap berusia minimal 21 tahun dan untuk pengusaha mikro,



telah memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1
tahun. Kemudian membayar DP 10 % untuk pembelian motor atau
membayar DP 20% untuk mobil. Pembiayaan dengan Produk Amanah
dapat dilakukan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian Syariah di seluruh
Indonesia.’

Pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan Produk Amanah
secara syariah di Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan
dan pengusaha kecil untuk memiliki kendaraan pribadi secara syariah.
Angsuran yang diberikan pun lebih rendah dari lembaga keuangan syariah
yang lain. Jangka waktu pembiayaan untuk kendaraan berjenis sepeda
motor, baik baru maupun bekas bisa dimulai dengan jangka waktu 12
angsuran hingga 36 bulan. Sementara, untuk pembiayaan dengan jenis
mobil baik baru maupun bekas dapat diangsur dengan jangka waktu 12
bulan hingga 60 bulan. Dengan ketentuan besar ujrah angsuran yang
menyesuaikan jumlah besar pinjaman.

Cara untuk pengajuan pembiayaan juga relatif mudah. Dengan
datang ke Pegadaian Syariah kemudian mengisi formulir dan
menyerahkan dokumen. Kemudian memberikan uang muka sesuai dengan
pengajuan yang telah didaftarkan. Dari formulir dan berkas dokumen,
pihak Pegadain Syariah melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan
tempat kerja. Langkah selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan

menyerahkan uang pembiayaan ke dealer. Jaminan yang digunakan adalah

"Brosur Pegadaian Syariah: Pegadaian Amanah.



BPKB sepeda motor dalam transaksi pembiayaan dengan Produk
Amanah.

Produk Amanah dapat ditransaksikan dengan cara menyerahkan
SK (Surat Keputusan) untuk karyawan dengan masa kerja minimal 2
tahun, dengan usia 21 tahun sampai dengan sisa masa kerja satu tahun
sebelum pensiun. Sedangkan untuk pengusaha mikro harus memiliki
usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun, dengan usia
minimal 21 tahun. Batasan usia untuk jatuh tempo dari Produk Amanah
maksimal 70 tahun.

Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih
lanjut, sehingga penulis mengangkat dalam karya ilmiah yaitu skripsi
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92
Tahun 2014 tethadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah

Cabang Blauran Surabaya”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis
mengidentifikasi dan memberi batasan masalah sebagai berikut :
1. Penerapan akad rahn terhadap pembiayaan Produk Amanah.
2. Mekanisme akad raAn dalam pembiayaan Produk Amanah di
Pegadaian Syariah.
3. Faktor-faktor Pegadaian Syariah melayani pembiayaan dengan

Produk Amanah.



4. Aplikasi murabahah dalam pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian
Syariah.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan dalam Produk Amanah.

6. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik
Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Agar pembahasan ini, tidak menyimpang penulis memberikan

batasan masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang

Blauran Surabaya.

C. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah memahami pembahasan ini, maka lebih baiknya
dari latar belakang masalah ditarik suatu perumusan masalah sebagai
kerangka operasional yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai
berikut :
1. Bagaimana mekanisme praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92
Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah

Cabang Blauran Surabaya?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas terhadap kajian penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berawal dari kajian yang ditulis oleh Rohmatul Fajriyah tahun
(2005) dengan judul “Peranan Produk Rahn (Gadai) terhadap
Profitabilitas Bank Danamon Syari’ah Cabang Sidoarjo Tahun 2003-2004
(Tinjauan Hukum Islam)”. Menjelaskan bahwa pembiayaan rahn (gadai)
dengan akad kuasa yang dilakukan oleh Bank Danamon Syari’ah Cabang
Sidoarjo diperbolehkan atau tidak menyimpang dari ketentuan hukum
Islam, karena tidak adanya penyelewengan dalam transaksi pembiayaan
rahn, hal ini ditujukan dengan adanya penaksiran yang dilakukan oleh
pihak bank sebelum akad rahn itu berlangsung dan nasabah menyerahkan
surat-surat atau kwitansi ketika menyerahkan barang gadai (marhun).®
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-
sama membahas tentang produk rahn (gadai). Sedangkan perbedaannya
adalah praktik gadai yang diterapkan, dimana penulis melakukan

penelitian gadai terhadap Produk Amanah yang merupakan penggabungan

8Rohmatul Fajriyah, “Peranan Produk Rahn (Gadai) terhadap Profitabilitas Bank Danamon
Syariah Cabang Sldoarjo Tahun 2003-2004 (Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi--IAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2005).
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akad jual beli dan gadai, sedangkan penelitian yang terdahulu dilakukan
menggunakan produk gadai murni.

Kedua, oleh Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul
“Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi kasus Produk Gadai Emas di
BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)”. Skripsi ini menjelaskan
tahapan-tahapan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya
meliputi  transaksi  pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan
pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, dan transaksi penjualan
barang agunan.’ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah sama-sama membahas tentang produk rahn (gadai). Sedangkan
perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda, dimana penulis
melakukan penelitian menggunakan akad gadai untuk pembiayaan
kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang terdahulu dilakukan

menggunakan akad gadai emas.

Ketiga, Yuyun Khoirun Nisa’ (Skripsi 2006) dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk
Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo”. Menyatakan bahwa
kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan pada Cabang
Pegadaian Syariah Sidokare ini belum menerima semua jenis barang
jaminan hanya karena keterbatasan tempat gedung penyimpanan semata.

Dan bukan berarti apa yang diterapkan tidak sesuai dengan kriteria

’Mufidati, “Implementas Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah
Cabang Dharmawangsa Surabaya” (Skripsi—-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
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barang jaminan yang telah ditentukan dalam konsep raAn menurut hukum
Islam.'® Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama
menggunakan Pegadaian Syariah sebagai tempat penelitian. Sedangkan
perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas
tentang Produk Amanah sedangkan penelitian terdahulu membahas

produk Gadai Syariah.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan
penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya”. Inti pembahasan ini tentang praktik pembiayaan dengan
Produk Amanah di Pegadaian Syariah. Kemudian menganalisa dalam
hukum Islam dan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan

yang disertai akad rahn.

E. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka akan
diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui mekanisme praktik Produk Amanah di Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya.

""Yuyun Khoirun Nisa’, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk
Gadai Syariah di Pegadaian Sidoarjo” (Skripsi—-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
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2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI
Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian
Tercapainya tujuan diatas, penulis dan pembaca diharapkan juga
mendapatkan manfaat yang dapat diambil. Manfaat tersebut dapat
bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Dalam penelitian yang bersifat
kualitatif maka kemungkinan besar manfaat yang dapat diambil adalah
manfaat teoritis, namun karena terdapat observasi didalamnya maka tidak
menutup kemungkinan juga mampu mendapatkan manfaat secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Harapan dari penelitian yang saya buat dapat memberikan hasil yang
bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah,
termasuk saya selaku peneliti. Selain itu juga, dapat digunakan
sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam proses pembelajaran
mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah secara positif.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang akad rahn dan
penerapannya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara
tertulis maupun sebagai refrensi mengenai akad rahn yang

digunakan di Pegadaian Syariah.
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G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul
skripsi, maka peneliti perlu menjelaskan makna dan maksud masing-
masing istilah pada judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa
DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Adapun hal-hal yang perlu

peneliti jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan (muamalah)
berdasarkan Al-Qur’an dan hadis (hukum
syara’)!! mengenai transaksi murabahah dan
rahn.

2. Fatwa DSN : Penjelasan tentang hukum Islam yang
diberikan oleh seorang mufii ataupun alim
ulama (Majelis Ulama Indonesia),'* yang
dikeluarkan atas jenis kegiatan keuangan,
jasa dan produk keuangan yang muncul baik

karena adanya pertanyaan maupun tidak

“Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

?Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,2011), 122.
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yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia.'?

3. Produk Amanah . Pembiayaan kepada karyawan tetap
maupun pengusaha mikro untuk memiliki
kendaraan pribadi berprinsip syariah dengan
cara angsuran dan  melalui  proses

pembiayaan yang mudah.'*

H. Metode Penelitian
Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metodologi
penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research),
yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan
pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
Sedangkan untuk metode penelitian, peneliti menggunakan
metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode
penelitian naturalistic. Karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi

alamiah (natural setting)'®’. Dalam penelitian ini peneliti

>Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik ..., 236.
“Brosur Pegadaian Amanah: Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.
SSugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatit. (Bandung: Alfabet, 2008), 8.
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mengumpulkan data yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam dan
Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk
Amanah dan kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dalam
bentuk kata-kata tertulis.
2. Sumber Data
Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam
penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber
data, maka data yang diperoleh juga akan meleset.'® Ada dua jenis
sumber data yang digunakan, antara lain :
a. Sumber primer
Sumber primer adalah data penelitian yang diperoleh
langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Dalam
penelitian ini, data primer merupakan data yang didapatkan dari
narasumber secara langsung meliputi :
a. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
b. Karyawan dan Staf Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.
C. Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah data penelitian yang diperoleh

berdasarkan informasi tidak langsung.!” Dalam penelitian ini data

"Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif”,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
"Irfan Tamwifi, Metode Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.
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sekunder didapatkan dari buku-buku, dan penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan permasalahan:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan yang disertai rahn.

2. Muhammad Y azid, Figh Muamalah Ekonomi Islam.

3. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah.

4. Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya
dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.

5. Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqgashid Bisnis dan

Keuangan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan data-

data yang relevan dengan kajian penelitian, yang dapat diperoleh

dengan cara :

Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para
responden, atau mencari keterangan dengan cara berbincang-
bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung
dalam kajian penelitian.'® Untuk mendapatkan informasi dari

responden, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

'8p. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

39.
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pegawai dan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data
melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan
termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum,
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.'’
Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini guna
mendapatkan data-data yang relevan maka dapat dilakukan
dengan melalui sumber-sumber yang  berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas, misalnya buku, majalah, surat kabar,
internet dan sebagainya.
4. Teknik Pengolahan Data
Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap
sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi
yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang
lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan
permasalahan.”® Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa

kelengkapan data-data yang sudah peneliti dapatkan dan akan

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,
1997) 153.
20Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.



19

digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi pada
penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta
mengelompokkan data yang diperoleh.?’ Dengan teknik ini,
diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang
pelaksanaan praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya. Sehingga penulis bisa mengatur dan menyusun
bab Ketiga secara sistematis.

c. Analyzing, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistematis
hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis
dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada
masalah yang dibahas dalam skripsi ini.** Teknik ini diterapkan
penulis dalam penyusunan pada bab Keempat tentang Tinjauan
Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya.

5. Teknik Analisis Data
Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang

2.
Ibid.,

2Noen g Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, PLenomelogik,

dan Realisme Metaphisik, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang yang dapat diamati dengan metode yang telah

ditemukan.?

a. Analisis Deskriptif

Yaitu dengan memaparkan suatu bahasan secara umum

berkaitan dengan pembiayaan murabahah dalam hukum Islam,
selanjutnya dipakai untuk meninjau proses pelaksanaan praktik
Produk Amanah di Pegadaian Syariah menurut hukum Islam dan
fatwa MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang
disertai rahn kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang
telah  dirumuskan  dalam  penelitian  untuk  diketahui
kesimpulannya.

b. Pola pikir deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir

deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada
data dan fakta yang ada. Sehingga pada akhirnya terdapat
kesimpulan yang dapat diambil. Penggambilan pola pikir deduktif
diambil dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu
atau lebih pernyataan umum. Atau diartikan sebagai penalaran
yang berpangkal dari suatu peristiwa umum, yang kebenarannya

telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan

%3 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian ...., 244.
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atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.?* Pola pikir ini
berpijak pada konsep dan teori-teori rahAn dan murabahah yang
dilaksanakan dalam Produk Amanah di Pegadaian Syariah,

kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

I. SistematikaPembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan
terhadap permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, maka secara sistematis
sistem pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab
satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling
berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk
mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah
ini :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasaan.

Bab kedua, konsep rahn dan murabahah. Dalam bab ini merupakan
bab kajian teori yang akan menjelaskan tentang rahn dan murabahah

dalam penjelasan fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang

24Qutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1957), 12.
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pembiayaan yang disertai rahn. Dalam rahn dan murabahah yang meliputi
pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat dan dalam penetapan
hukumnya menurut hukum Islam.

Bab ketiga, mekanisme Produk Amanah di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya. Bab ini merupakan bab yang membahas
tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan
sekaligus menguraikan hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang
sekilas gambaran Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tentang
produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
Gambaran tentang tinjauan pembiayaan Produk Amanah yang
pelaksanaannya menggunkan akad rahn dan murabahah.

Bab keempat analisis data, peneliti akan membahas tentang
Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya.

Adapun Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan
skripsi, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara
keseluruhan, serat perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan
kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan

lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB II

KONSEP MURABAHAH DAN RAHN

A. Murabahah

1.

Pengertian

Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribhu
(=) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau
murabahah juga berarti al-irbah karena salah satu dari dua orang yang
berinteraksi untuk memberikan keuntungan kepada yang lainnya.

Menurut ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-
murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta
keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut
Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama (pokok)
berserta tambahan keuntungan.

Dengan kata lain, jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual
beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga
pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga
pokok tersebut, kemudian penjual memberikan margin (keuntungan)
kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Terkait “keuntungan yang

disepakati”, penjual harus memberitahu pembeli tentang harga

23
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pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya tersebut.'

Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga awal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-
murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Misalnya, pedagang eceran membeli laptop dari grosir dengan harga
Rp 5.000.000,00, kemudian pedagang menambahkan keuntungan
sebesar Rp 750.000,00 dan menjual kepada pembeli dengan harga Rp
5.750.000,00. Pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan
dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah
menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan
diambil pedangang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang
akan dibayar secara angsuran.”

Murabahah adalah pembiayaan dengan mengambil bentuk
transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau
mark-up, lembaga keuangan membiayai pembelian barang atau aset
yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pemasok
kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu
mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh

bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. Barang

! Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169.
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 101.
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yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan
menjadi imbalan bagi lembaga keuangan, dirundingkan dan
ditentukan diawal transaksi oleh lembaga keuangan dengan nasabah
yang bersangkutan.

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah)
secara angsuran. Pemilik (ownership) dari aset tersebut dialihkan
kepada nasabah secara proposional sesuai dengan cicilan-cicilan yang
telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai
agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Lembaga keuangan
diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang
bersangkutan.

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan
transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi
tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas
barang (possession) telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi
yang demikian itu sah secara hukum, lembaga keuangan harus
menandatangani dua perjanjian yang terpisah. Terdiri atas, perjanjian
yang satu dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan
nasabah. Jika lembaga keuangan hanya mempunyai satu perjanjian
saja maka tidak sah, yaitu dengan pemasok saja dimana lembaga
keuangan bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok

barang untuk dan atas nama pembeli atau nasabah.
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Apabila transaksi murabahah dilakukan hanya satu perjanjian
saja, maka menurut Chapra, transaksi tersebut tidak berbeda dengan
suatu transaksi yang didasarkan atas bunga. Yang mana hal tersebut
dilarang di dalam Islam. Selain harus terdapat dua perjanjian terpisah,
lembaga keuangan harus tetap bertanggung jawab sampai barang
tersebut benar-benar diserahkan kepada nasabah, sesuai dengan
spesifikasi dan syarat-syarat perjanjian. Penyerahan barang kepada
nasabah tidak perlu dilakukan secara langsung oleh lembaga
keuangan, tetapi dapat saja diserahkan melalui pemasok barang ke
alamat nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hak
kepemilikan atas barang tersebut telah berpindah dari pemasok
kepada lembaga keuangan dan pemasok tersebut dalam penyerahan
barang bertindak sebagai kuasa dari lembaga keuangan atau
menjalankan intruksi dari lembaga keuangan.’

Menurut Sultan Remi Sjahdeini, murabahah dapat dianggap sah
sekalipun dibuat dengan satu perjajian saja, yaitu perjanjian dengan
tiga pihak. Hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam
KUH Perdata memungkinkan diperjanjikannya dua transaksi dalam
satu perjanjian dengan tiga pihak. Dalam transaksi murabahah, dua
transaksi yang dilakukan yaitu transaksi antara lembaga keuangan

dengan pembeli barang (nasabah) terkait satu sama dengan yang lain.

% Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,
(Jakarta: Penadamedia Group, 2014), 203.
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Transaksi murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang
tetapi, pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan. Hanya dengan
terciptanya dari hubungan-hubungan hukum dalam satu dokumen
perjanjian antara pihak-pihak yang terdiri dari tiga pihak yaitu,
lembaga keuangan, nasabah dan pemasok dalam transaksi murabahah.
Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga pembiayaan dapat terjaga
dan tidak beralih menjadi fungsi sebagai pedagang barang. Dalam
transaksi murabahah harus dimungkinkan terjalinnya sekaligus
hubungan-hubungan hukum sebagai berikut:*

a. Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan pemasok
barang.
b. Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah
pembeli barang.
c. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok
barang.
2. Dasar Hukum

Jual beli murabahah termasuk transaksi yang diperbolehkan
oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi’in dan
para imam mazhab juga membolehkan jual beli jenis ini. Murabahah
adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh

dipraktikkan dalam transaksi jual beli.

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 67.
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Dalil-dalil yang membolehkan jual beli murabahah adalah
sebagai berikut:
a. Al-quran

1) Surah al-Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

) fs a9t

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba.’

Firman Allah diatas merupakan penuntas ayat ini dapat
ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan orang yang
memakan riba dengan menolak ketetapan Allah, padahal
mereka sudah mengetahui pemilihan Allah atas hukum yang
satu dengan lainnya. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, tidak
dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan-Nya,
sedang mereka dimintai tanggung jawab. Dia mengetahui
hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang

berguna bagi hamba-hamba-Nya, lalu Allah membolehkannya

bagi mereka.’

2) Surah an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

K e 5 OS5 5Ty

5 Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo, 1994), 69.
® Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Ringkasan Ibnu KatsirJilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 343
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Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu.’

Allah  Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya yang
beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni
melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba
dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan
kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam
hukum syara’, seperti yang dielaskan Allah bahwa orang yang
melakukan muslinat itu dimaksudkan untuk mendapat riba.
Penggalan Ayat diatas maksudnya, janganlah kamu melakukan
praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta dan
kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan
dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli.®

b. Hadist
1) Yang pertama yaitu:

f 4

y ) M | o 0 L% o -
3 uw\gp)@bcﬁw%&c

et oy e &1 Lo 230 5
S5 s 5 e 85T e 106 2l oS

Artinya: Dituturkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwa
Nabi saw. Pernah ditanya, ‘Pekerjaan apakah yang paling
baik?” Beliau bersabda, “ Pekerjaan seseorang dengan
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (HR Al-
Bazzar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim)®

" Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, Al-Qur'an dan Terjemahnya ..., 122.
& Muhammad Nasib ar-Rifa’l, Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I, ...., 524.
® Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram (Bandung: Mizan, 2010), 316.



C.

30

2) Yang kedua hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu:
N RN SN
Artinya : Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual
beli harus didasarkan kepada saling merelakan. (HR. Ibnu
Majah) *°
3) Yang ketiga dalam riwayat Ahmad, yaitu:
5 oy dl i Lo @00k J6 8 Lo ) s o 22
$Iag2ls Gpadlalls 28 s 51l
Artinya : Dari Said al-Khudhri r.a. katanya, Rasulullah
saw. bersabda, ‘Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama
dengan para Nabi, para shiddigun dan para syuhada’. (HR.
Ahmad)
[jma’

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual bel,
karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan
apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu
jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah,
demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi
kebutuhannya. Pendapat para jumhur ulama terkait hukum

diperbolehkan menurut ajaran Islam, asalkan tidak ada unsur

penipuan.*?

19 Abi ‘Abbas Muhammad ibn Yazd al-Hafidh, Sunan Ibn Majah juz 2 (Beirut: al-ilmiyyah, tt.),

737.

1 1dri, Hadis Ekonomi: Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Surabaya: UIN Suann Ampel Pres, 2014),

7

12 Sugiyah Musafa’ah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijari dalam hukum
Islam, (Surabaya: IAIN SUnan Ampel Press, 2013), 97.
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3. Rukun dan Syarat
a. Rukun
Rukun dalam transaksi murabahah adalah:'>
1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan
pembeli.
2) Objek yang diakadkan, yang mencangkup barang yang
diperjualbelikan dan harga.
3) Akad atau sighat yang terdiri dari, ijab (serah) dan qabul
(terima).
b. Syarat
Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Agar transaksi murabahah sah, nasabah hendaknya
mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah
syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua
saudara murabahah, seperti tawliyah, ishrak dan wadiah. Hal
itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung
pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak
diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai

harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga

13 Ibid., 176.
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pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah,
maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.'*
Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas,
karena keuntungan adalah bagian dari harga barang.
Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual
beli."

Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mithliyat
(barang yang memiliki varian serupa)
Adapun jika barang dagangan dijual dengan cara
murabahah dari orang yang memilikinya dan menguasainya,
maka harus dilihat terlebih dahulu hal berikut ini:'°
a) Jika pedagang menjadikan keuntungan itu sebagai sesuatu
yang berbeda dari harga awal dan bersifat jelas, seperti
dirham atau pakaian tertentu, misalnya, maka hukumnya
adalah boleh. Hal itu karena harga pertama diketahui
dengan jelas dan keuntungan yang diambil juga jelas.

b) Jika dia menjadikan keuntungan sebagai bagian dari
modal, seperti dengan mengatakan, “Setiap sepuluh maka
keuntungannya satu,” atau dengan kata lain mengambil

keuntungan sebesar sepersepuluh dari modal pertama,

14 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 358.

15 Ibid., 359.
16 Ibid., 359.
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maka hukumnya tidak boleh. Hal itu karena ia menjadikan
keuntungan sebagai bagian dari barang dagangan,
sementara bagian-bagian barang dagangan tidak selalu
sama dan hanya bisa diketahui dengan perhitungan.
Sementara nilai barang disini tidak diketahui karena ia
hanya diketahui dengan taksiran dan dugaan.

4) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya
tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga
pertama.

Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau
ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah
yang sama. Dalam kasus ini, pembeli tidak boleh menjualnya
kembali dengan cara murabahah, karena murabahah adalah
menjual sesuai dengan harga pertama dan ditambah
keuntungan. Sementara memberikan tambahan pada harta
adalah riba, bukan keuntungan. Juga tidak boleh menjualnya
dengan cara wadiah, tetapi boleh menjualnya dengan cara
tawliyah atau ishrak. Karena tawliyah dan ishrak adalah
menjual sesuai dengan harga seluruh barang atau sebagiannya,
sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya.

Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh
dijual dengan cara murabahah. Contohnya adalah membeli

satu dinar dengan harga sepuluh dirtham, kemudian
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semua hal yang berkaitan dengan pembelian.'
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menjualnya dengan mengambil keuntungan satu dirham atau
pakaian.
Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Jika transaksi yang pertama tidak sah, maka barang
yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara murabahah,
karena murabahah adalah menjual sesuai dengan harga
pertama  (modal) dengan menambahkan keuntungan.
Sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah,
kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang
dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga,
karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak

sahnya transaksi.'’

Adapun syarat tambahan untuk bai’ al- murabahah yaitu
pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
Kedua, perjanjian kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun
yang telah ditetapkan. Ketiga, kontrak perjanjian tersebut harus

terbebas dari riba. Keempat, bahwa penjual harus menyampaikan

8

4. Aplikasi Akad Murabahah

Secara umum (tidak hanya muslim saja) syarat dan ketentuan

untuk pembiayaan murabahah, yaitu harus cakap hukum, sesuai

7 Ibid., 360.

18 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 356.
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dengan KUH Perdata, dan memenuhi 5C. Faktor 5C terdiri dari,
character (watak), collateral (jaminan), capital (modal), condition of
economy (prospek usaha), dan Capability (kemampuan).

Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pemerintah, sesuai
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Jaminan (dhomman), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan
objek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari
harga pokok barang (karena ada mark up) maka bank mengenakan
uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup
oleh harga pokok barang.

Contoh dari pembiayaan murabahah adalah pembiayaan
pembelian sepeda motor dengan harga pokok senilai Rp. 11.000.000,-
kemudian sesuai dengan perjanjian pihak penjual akan menjual
kepada pembeli senilai Rp. 12.000.000,- dan dibayar ketika jatuh
tempo selama satu tahun, maka besarnya pembiayaan tersebut adalah
Rp. 12.000.000,- dalam jual beli ini bisa juga dilakukan dengan
prinsip angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- jika yang dijadikan
dhomman hanya berupa motor tersebut maka ketika pihak pembeli
wanprestasi dan ketika dijual maka harga pokok motor tersebut tidak
akan mencukupi untuk menutup besarnya pembiayaan, maka untuk
mengatasi hal tersebut pihak bai’ mewajibkan pihak pembeli untuk

membayar uang muka minimal sebesar Rp. 1.000.000,- pada waktu
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terjadi akad, atau besarnya uang muka sesuai kebijakan pihak
lembaga keuangan.

Besar kecilnya mark up untuk setiap pembiayaan berbeda, besar
kecilnya mark up dipengaruhi oleh besar kecilnya risiko yang
ditanggung untuk pembiayaan tersebut, besarnya mark up justru
tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan seperti yang
biasa ditetapkan dalam perjanjian kredit pada bank konvensional
yang menggunakan prinsip semakin lama suatu kredit yang diberikan
maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak bank (#/me

value of money)."

B. RAHN
1. Pengertian

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ra/in yang secara
etimologi mengandung pengertian menggadaikan, menaguhkan.
Namun demikian, ada juga pengertian lainnya, rahn atau gadai
menurut bahasa disebut dengan al-thubut (<52 dan al-habs (o=~))
yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan rahn
adalah terkurung atau terjerat.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama figh.

Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta

¥Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, ..., 181.
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yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan wutang yang bersifat
mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan
menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang)
tersebut, yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang)
tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sedangkan ulama
mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti,
yaitu dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang
dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak
bisa membayar utangnya itu.

Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang berharga
menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang. Sementara
menurut Muhammad Syafi’i Antonio, gadai syariah (rahn) adalah
menahan salah satu harta miliki nasabah (r@hin) sebagai barang
jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang
diterimanya. Marhun tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis.
Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai
(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali
seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli
hukum Islam, sehingga dapat disederhanakan bahwa gadai adalah
menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu
jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari

padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan
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kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaaan
terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun
untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan,
bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu
pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang
berharga.*”

Gadai syariah merupakan perjanjian antara sesorang untuk
menyerahkan harta benda berupa emas atau perhiasan atau kendaraan
dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan
kepada sesorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan
hukum gadai syariah. Sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah
menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal
90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh
penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan
menandatangani Surat Bukti Gadai (Rahn). Fungsi dari barang gadai
(marhun) adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak,
sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai
(rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun
bih) dengan segala cara menggadaikan barang atau benda yang
dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu

pengembalian utangnya itu.>!

20 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 265.
21 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 6.
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Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn), dapat dilihat
bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan
pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan
bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang
dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu
kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam
buku figh mu’amalah akad ini merupakan akad tabarru’ atau akad
derma yang tidak mewajibkan imbalan.*

2. Dasar Hukum
a. Alquran
Dasar hukum akad rain dalam pegadaian syariah adalah

Alqur’an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

A P N S S K NP AL DI RPNV B SPISE SN T S I
S5 Uang 1SSk el OB Ao ia O3 BT s 5 AL e 25705
“je‘ ?‘T i‘uu L@.& s AP \y&a‘ N Al dMJj | JSJ\ Lﬂg.}j\
e 55l 6 g

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”?

Rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi

sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang

22 7ainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, ..., 3.
23 Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ..., 71.
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demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dalam artian
ada seseorang yang menuliskannya dan ada orang yang menjadi
saksi terhadapnya. Ayat diatas merupakan petunjuk untuk
menerapkan prinsip-prinsip  kehati-hatian apabila seseorang
hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka
waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang
kepada orang yang berhutang (rahn). Prinsip kehati-hatian dalam
akad rahn sebenarnya lebih terjamin daripada bukti tertulis
ditambah dengan persaksian seseorang.

Penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk tidak
menerima barang jaminan (marfiun) dari pemberi gadai (r7hin),
dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (z2Ain) tidak akan
menghindari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn
adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh
berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika
keduanya melakukan transaksi utang-piutang.**

b. Hadist

Dan dijelaskan pula mengenai raAn dalam hadist yang
berbunyi:

& 3 Gl b dog ol b Jo e 3B s b g ane o2
s 5 B g sl )

“Dari Aisyahhiyallahu Anha berkata: Bahwa Rasulullah
saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan

24 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, ...., 6.
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sebagai jaminannya, beliau menyerahkan baju besinya.” (HR
Bukhari — Muslim) *°

Gadai diperbolehkan berdasarkan ketetapan di dalam
Alquran. Secara etomologis al-rahn dalam istilah hukum positif
disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam
Islam rahn merupakan sarana untuk saling tolong-menolong bagi
umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Secara definitif, rahn
adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai harta jaminan
utang yang bersifat mengikat.®

c. Ijma’

Kaum Muslimin menyepakati kebolehan status hukum
gadai (rahn). Secara syariat ketika berpergian (safar) dan ketika di
rumah (tidak berpergian) kecuali Mujtahid berpendapat yang
berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika berpergian
berdasarkan Alquran Surat al-Bagarah ayat 283. Akan tetapi,
pendapat Mujtahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas.
Disamping itu, penyebutan safar atau berpergian dalam ayat
tersebut keluar dari yang umum atau kebiasaan.?’

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Para ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan

rukun ar-rahn. Menuurt jumhur ulama ar-rahn itu ada empat

25 Abu Firly Bassam Tagiy, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Muslim, (Depok: Fathan Prima
Media, 2013), 441.
zj Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 140

Ibid., 290.
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pendapat, yaitu: orang yang berakad (ar-rahin dan al murtahin),
sighat (lafadz ijab dan qabul), utang (al-marhun bih) dan harta
yang dijadikan jaminan (al-marhun).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-
rahn itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka
untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan
adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua
orang yang melakukan akad (mhin dan murtahin), harta yang
dijadikan jaminan (marhun) dan utang (marhun bih) menurut
ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan
rukunnya.”®

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi: orang
yang akan menggadaikan (ar-rahin), barang yang digadaikan (a/-
marhun), orang yang menerima gadai (al-murtahin), sesuatu yang
karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad gadai.

1) Orang yang menggadaikan
Tidak diperselisihkan sifat yang menggadaikan bahwa ia
tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan
untuk bertindak (artinya, orang tersebut tidak berada di bawah
pengampuan).
Washi (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat)

boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada

28 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Muamalat, ..., 266.



43

dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan
memang diperlukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam
Malik. Imam Syafi’i berpendapat bahwa washi dibolehkan
menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas.

Menurut Imam Malik, hamba mukatab (hamba yang
berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan
hamba yang diberi izin, keduanya boleh menggadaikan.
Suhnun dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika seseorang
menerima gadai dikarenakan harta yang dipinjamkannya,
maka hal itu tidak boleh.

Imam Malik dan Imam Syafi’i sependapat bahwa orang
yang muflis (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan.
Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya. Tidak ada
pendapat yang tegas dari Imam Malik berkenaan dengan orang
yang habis hartanya karena hutang. Menurut pendapat yang
terkenal  daripadanya  dikatakan, bahwa ia  boleh
menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi muflis. Selain itu,
tiap-tiap orang boleh juga menerima gadai.*’

2) Akad gadai

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa

sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa

barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua,

29 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahit Jus 3, (Semarang: Asy-Syifa’, tp.thn), 304
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penetapan  kepemilikan penggadai atas barang yang
digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Imam Malik
membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai
dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal
pada masalah jual beli. Ketiga, barang yang digadaikan bisa
dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.

Imam Malik berpendapat bahwa menggadaikan apa
yang tidak boleh dijual pada waktu penggadaian dibolehkan,
seperti tanaman dan buah-buahan yang belum nampak
kebaikannya. Tentang menggadaikan buah-buahan yang
belum nampak kebaikannya, maka dari Imam Malik ada dua
pendapat. Menurut pendapatnya, jika masa pelunasan hutang
telah tiba, maka buah tersebut dapat dijual dengan syarat
dipetik.

Bagi Imam Malik, menggadaikan apa yang tidak
tertentu (nilainya) dibolehkan, seperti dinar-dinar dan dirham-
dirham, apabila sudah dicetak. Menurut Imam Malik dan
Imam Syafi’i, kepemilikan penggadai atas barang yang
digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya
membolehkan barang gadaian itu dipinjamkan.

Fugaha berselisih pendapat tentang penggadaian barang
milik bersama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya,

tetapi Imam Malik dan Imam Syafi’i membolehkannya. Hal
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tersebut berpengkal pada, apakah barang milik bersama itu
dapat dikuasai atau tidak.*°
Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah
ini ialah, bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam
harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata
vang (sarf) dan pokok modal pada salam yang berkaitan
dengan tanggungan. Demikian itu karena pada sarf
disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima).
Oleh karenanya tidak boleh terjadi akad gadai padanya.
Begitu pula pada harta modal salam, meski menurut
pendapatnya agak kurang penting.

Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang yang
digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang,
karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi
tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti
jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang
dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal tersebut.
Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses

penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai

%0 Ibid., 306
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dalam kitabah. Pendapat diatas juga sependapat dengan
madzhab Maliki*'

Barang gadai adalah amanat bagi yang memberi jaminan
(murtahin).  Biaya  pemeliharaan  rahn  dan  upah
pengembaliannya adalah tanggung jawab pemilik barang.
Sementara manfaat rahn adalah bagi mihin (pemilik barang
gadai). Apabila rahn telah mencapai jatuh tempo maka orang
yang menggadaikan wajib melunasi hutangnya. Jika ia enggan
melunasi hutangnya dan ia tidak diizinkan barang gadainya
untuk pelunasan, dalam kondisi tertentu seperti ini maka
lembaga keuangan wajib memaksanya untuk melunasi
hutangnya atau menjual barang gadai.32

b. Syarat
Menurut Jumhur Ulama, ada beberapa syarat sahnya akad
rahn yaitu berakal, baligh (dewasa), wujudnya marhun yang
dipegang sebagai jaminan murfahin. Di samping syarat-syarat
sahnya rahn, juga terdapat syarat-syarat lain dari rahn atau gadai
yang harus dipenuhi secara hukum figh, diantarannya yaitu:
1) Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum
diwajibakan kepada orang yang telah baligh dan berakal.
2) Syarat sighat (lafal), yaitu ucapan atau lafal yang dilakukan

secara bersamaan dengan syarat tertentu. Misalnya, orang

31 |bnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahit Jus 3, ...., 309
%2 sayyid Sabig, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta: Beriut Publishing, 2010), 803.
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yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang
telah habis dan hutang belum terbayar, maka rahn itu
diperpanjang selama satu bulan atau memberi hutang serta
mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk
sahnya rahn, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua
orang saksi. Apabila agunan dijual ketika rahn jatuh tempo
dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya,
maka syarat tersebut batal.

Syarat marhun bih (hutang) yaitu: pertama, merupakan hak

yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.

Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan. Dan ketiga,

hutang itu jelas dan tertentu.

Beberapa hak yang menjadi syarat marhun (barang yang

dijadikan agunan), diantaranya, yaitu:

a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya
seimbang dengan hutang.

b) Barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan.
Sebagai contoh, khamar tidak boleh dijadikan barang
jaminan dan khamr tidak termasuk ke dalam harta bernilai,
juga tidak bermafaat dalam Islam, maka khamar tidak sah
bila dijadikan barang jaminan.

¢) Barang jaminan itu jelas.

d) Agunan itu milik sah orang yang berhutang.
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e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.

f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak
bertebaran dalam beberapa tempat

g) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya
maupun manfaatnya. Apabila barang yang digadaikan itu
secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan
uvang yang dibutuhkan telah diterima peminjam hutang.
Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak
seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan
tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah

dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang.

Syarat terakhir merupakan kesempatan rahn yang disebut
sebagai gabdhal-marhum (barang jaminan dikuasai secara hukum
oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting
sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat al-Bagarah
ayat 283. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi
hutang, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
Oleh sebab itu, hutang tersebut terikat dengan barang jaminan,
sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang
jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila dalam
penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib

dikembalikan kepada pemiliknya (rahn).
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Dalam pemahaman madzhab Syafi’i, ketetapan mengenai

syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

Syarat /uzum (tetap), yaitu serat terima barang gadaian.
Jadi barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka

bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.
Syarat sah gadai yaitu:

1) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini
hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak
sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian
itu akan membatalkan akad gadai.

2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya
kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai

umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.
Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.

2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.

3) Barang gadaian itu harus benda mati yang suci.

4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai

menurut pandangan syara’.
Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu:

1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.
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2) Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan
datang.
3) Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-

sifatnya.

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan
tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa
syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi sebelum
melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian gadai tersebut

sah menurut ketentuan syara’.>

4. Macam-macam
Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn.
Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan menjadi dua
macam, yaitu:
a. Rahn ‘Igrar/Rasmi (Rahn Takmini atau Rahn Tasjily)

Adalah bentuk gadai, yang mana barang yang digadaikan
hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri
masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pembeli gadai.**

Pada dasarnya, menggunakan akad rahn, maka marhun itu
dikuasai oleh murtahin sebagai jaminan atas hutang agar mudah
dicairkan atau dieksekusi. Hal tersebut dilakukan agar marhun

bisa dieksekusi oleh murtahin. Hal yang sama tidak bisa dilakukan

%3 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, ..., 126.
* Ibid., 130.
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jika marhun tidak diserahkan ke murtahin dan masih di tangan
rahin.

Menurut ur?, bukti kepemilikan seperti STNK dan SK itu
bisa dijadikan sebagai jaminan. Namun aset yang tidak ada bukti
kepemilikan seperti emas yang bisa dijadikan jaminan adalah emas
itu sendiri karena surat emas tidak menunjukkan atas
kepemilikannya.

Tentang rahn tasjily, dijelaskan pula bahwa murtahin
berhak mendapatkan wjrah atas biaya penyimpanan marhun.
Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang rihin
kepada murtahin. Selain biaya pemeliharaan, murtahin juga dapat
mengenakan biasa lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil
seperti biaya asuransi terhadap emas yang dijadikan barang
gadai.*

Contohnya adalah, Raisa memiliki hutang kepada Evi
sebesar sepuluh juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang
tersebut, Raisa menyerahkan BPKB motornya kepada Evi secara
Rahn ‘Iqar. Surat-surat kepemilikan atas motor tersebut
diserahkan kepada Evi, namun, motor tersebut tetap berada di
tangan Raisa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi,
yang berpindah dari barang gadai tersebut hanyalah kepemilikan

atas motor.

%5 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada), 159
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b. Rahn Hiyazi

Rahn Hiyazi merupakan jenis gadai yang mana kreditur
dapat menguasai barang yang dijaminkan. Dari barang gadai yang
berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai
macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Barang
yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya,
maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.>¢

Sebagai contoh adalah Putri sudah merencanakan untuk
memasukkan anaknya ke universitas yang bermutu pada tahun
ajaran baru ini. namun demikian, ternyata anaknya hanya bisa
diterima melalui jalur khusus. Uang pangkal untuk masuk ke
jurusan favorit anaknya adalah sebesar Rp 30 juta, sedangkan putri
hanya memiliki uang dua puluh juta rupiah saja. Untuk mengatasi
kekurangan yang dimiliki, Putri menenemukan cara dengan
menggadaikan perhiasan emasnya ke lembaga keuangan syariah
terdekat. Emasnya sebesar 50 gram. Dari gadai tersebut Putri
berhak mendapatkan sebesar lima belas juta. Untuk memenuhi
kekeurangan yang dimiliki Putri juga dapat mengambil
pembiayaan dengan dana sebesar sepuluh juta rupiah.

Oleh lembaga keuangan, yang pertama dibuat adalah akad

Qardh untuk memberikan uang tunai kepada Putri. Kemudian

%6 Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, ..., 131.
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membuat akad rahn untuk menjamin pembayaran kembali dana
yang diterima oleh Putri. Sebagai uang sewa tempat untuk
menyimpan emas tersebut pada tempat penitipan di lembaga
keuangan syariah sekaligus biaya asuransi kehilangan emas
tersebut untuk meminta wjirah (uang jasa), yang besarnya
ditetapkan berdasarkan petimbangan lembaga keuangan syariah.
Misalkan biaya wjirah yang diminta adalah Rp 3.500,-
perhari. Maka Putri baru bisa mengembalikan uang tunai yang
diterimanya pada hari ke 30 (satu bulan), maka uang sewa
sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah sebesar:
Rp 3.500,- X 30 hari = Rp. 105.000,- jadi, pada saat
pengembaliaan dana yang diterima olehnya, Putri harus membayar

sebesar: Rp. 10juta + Rp. 105.000,- = RP. 10.105.000,-

Perbedaan utama biaya rahn dan bunga pegadaian biasa adalah
dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut nasabah
adalah biaya penitipan, pemeliharaan dan penjagaan. Perbedaan utama
atara rahn dan bunga pegadaian biasa adalah dari sifat bunga yang
biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya

sekali dan ditetapkan dimuka.®’

3" 1Ifi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 158
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Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam buku Bank Syariah:
dari teori ke praktik menjelaskan bahwa terdapat dua macam
pengaplikasian kontrak rahn di perbankan syariah:*®
a. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai
akad tambahan (jaminan atau collateral) terhadap produk lain
seperti dalam pembiayaan bai’ al-murabahah. Bank dapat
menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah
Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian
konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn,
nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah

adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

C. FATWADSN-MUINOMER 92 TAHUN 2014
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN,
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan
mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong

penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian

%8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ..., 130
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keluarga. Selain itu DSN juga bertugas untuk mengeluarkan fatwa
atas jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan
jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah
dikeluarkan.*

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum Islam yang
diberikan oleh seorang mufti ataupun alim ulama (Majelis Ulama
Indonesia),*’ yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun
tidak yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia.*' Fatwa tersebut dapat diberikan ketika ada permasalahan
di tengah masyarakat maupun dengan mengajukan permasalah
tersebut untuk dikaji dan diberikan fatwanya oleh Dewan Syariah
Nasional.

Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi untuk meneliti
dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh
lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus
diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan

Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

89 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2010), 51

“0Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 122.

“Muhammad Syaf’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik ..., 236.
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2. Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai
rahn

Fatwa yang dilampirkan merupakan fatwa yang sesuai dengan

aslinya. Fatwa tersebut akan digunakan dalam penulisan skripsi dan

dijadikan sebagai bahan analisis oleh penulis.



BAB III

PRAKTIK PEMBIAY AAN PRODUK AMANAH DIPEGADAIAN SYARIAH

CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

1.

Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Awal mula berdirinya Pegadaian dimulai saat VOC
mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang
memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811
Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van
Leening, masyarakat diberikan keleluasaan mendirikan usaha
pegadaian. Tanggal 1 April 1901 di Sukabumi mulai mendirikan
Pegadaian Negara pertama kali yang kemudian diingat sebagai
tanggal ulang tahun Pegadaian.

Setelah terbentuknya Pegadaian Negara untuk pertama
kalinya, pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi
bernama “JAWATAN” yang kemudian berubah bentuk badan hukum
menjadi “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 178 Tahun 1961. Perubahan nama Pegadaian terjadi lagi dari
bentuk badan hukum “PN” menjadi “PERJAN” yang kemudian

berubah menjadi “PERUM” yang berdasarkan pada Peraturan

57
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Perubahan terakhir bentuk
badan hukum Pegadaian adalah dengan menjadi “PERSERO” pada
tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2011."

Pegadaian semakin diminati oleh masyarakat dan banyak
permintaan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam
praktik gadai. Latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah adalah
untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar
lainnya. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
menengah kebawah. Serta untuk mendukung program pemerintah di
bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya
sangatlah banyak. Semakin dewasa semakin kompleks pula
kebutuhan yang diinginkan. Pegadaian Syariah hadir untuk
membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, baik untuk
masyarakat muslim maupun non muslim melalui transaksi simpan-
pinjam yang aman tanpa riba karena sesuai dengan prinsip syariah.

Peresmian Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum
Pegadaian Surabaya yaitu Bapak Deddy Kusdedi, SE pada tanggal 1

April 2006. Pegadaian Syariah Cabang Baluran merupakan cabang

! www.pegadaian.co.id, dikases pada5 Mei 2019, dikases pada pukul. 16.45
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dari Kantor Wilayah Perum Pegadaian yang teletak di Jalan Dinoyo
Nomor 79 Surabaya.” Pegadaian Syariah Cabang Blauran hadir untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui produk-produk
yang ditawarkan. Diharapkan dengan adanya Pegadaian Syariah bisa
menjadi solusi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran awalnya
terletak di Jalan raya Blauran Nomor 74-76 Surabaya kemudian
berpindah di Jalan Kranggan Nomor 80-C Surabaya. Masyakakat

dapat memperoleh informasi tentang Pegadaian Syariah melalui situs

web www.pegadaiansyariah.co.id atau melalui telepon 031 99246656/
082290365098. Untuk jam pelayanan Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB,
sedangkan untuk hari Sabtu dibuka pada pukul 08.000-12.00 WIB.
2. Visi, Misi dan Motto Pegadaian Syariah
Secara keselurahan, Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun
unit mempunyai visi, misi, dan motto sebagai berikut:’
a. Visi
“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang
selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu

menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.”

2 Bu Wuwuh, Asisten Manager, Wawancara, Surabaya 16 Mei 2019
$ www.pegadaiansyariah. co.id, dikases pada 5 Mei 2019, dikases pada pukul. 17.00
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b. Misi

1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan
usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

c. Motto
Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah
memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah masyarakat
dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang
menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman.

Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk memperoleh

pinjaman dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian

harta yang miliki sesuai dengan persyarataan yang telah
ditentukan.
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah
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melakukan  pengawasan  kegiatan  perusahaan, diantaranya
pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pelayanan kepada nasabah,
mengkoordinir berkas-berkas, dan lain sebagainya.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran mempunyai struktur

organisasi sebagai berikut:*

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

( )
Pimpinan Cabang

- /

!

( )
Asisten Manager

l |

[ Pengelola Unit ] [ Penaksir }

A 4

Ve

Pengelola Agunan 1

l

P
Kasir 1

.

! ' }

=) ) =

* Bu Wuwuh, Asisten Manager, Wawancara, Surabaya 16 Mei 2019
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4. Deskripsi Tugas dan Wewenang Jabatan

Deskripsi tugas dan wewenang jabatan di Pegadaian Syariah

pusat, cabang, maupun unit secara keseluruhan mempunyai deskripsi

tugas

dan wewenang jabatan yang hampir sama, berikut

penjabarannya:’

a.

b.

Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah untuk mengelola
operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara
hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

Tugas pimpinan cabang adalah pertama, menyusun
kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi
perusahaan. Kedua, mengkoordinasikan kegiatan penaksiran
marhun  berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketiga,
mengkoordinasikan  penyaluran marhun ~ bih. Keempat,
mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset
secara professional.
Asisten Manager Cabang

Fungsi asisten manager cabang adalah merencanakan,
mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan
taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman sesuai dengan

kewenangannya.

% Ibid.,
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Tugas asisten manager cabang yaitu, pertama,
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan  dan
mengawasi kegiatan operasional usaha gadai. Kedua,
menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak,
palsu, dan barang polisi). Ketiga, melaksanakan pengawasan
secara uji petik dan terprogram tehadap barang jaminan yang
masuk. Dan keempat, merencanakan, mengkoordinasikan,
melaksanakan, dan mengawasi administrasi keuangan.
Penaksir

Fungsi penaksir yaitu menaksir marhun untuk
menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran
dan uang jaminan yang wajar serta citra yang baik bagi
perusahaan.

Tugas penaksir terdiri atas: pertama, memberikan
pelayanan kepada mhin dengan cepat, mudah, dan aman.
Kedua, menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Ketiga, memberikan perhitungan kepada pimpinan
cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rzhin berkaitan
dengan biaya administrasi dan jasa simpan. Keempat,
menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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d. Kasir

c.

f.

g.

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan,
penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan
yang berlaku.

Tugas dari kasir yaitu: menyiapkan peralatan dan
perlengkapan kerja, menerima modal kerja harian dari atasan,
menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dan melaksanakan penerimaan pelunasan marhun bih dan
marhun.

Penyimpanan

Tugas dari penyimpan adalah melakukan pemeriksaan,
penyimpanan,  pemeliharaan, dan  pengeluaran  serta
pembukuan marhun. Kemudian, menerima marhun selain
barang kantong untuk disimpan di gudang. Penyimpan secara
berkala memeriksa keadan gudang penimpanan marhun. Serta
menyusun sesuai urutan nomor Surat Bukti Rahn (SBR).
Oftice Boy (OB)

Tugas Office Boy adalah membantu karyawan untuk
melaksanakan  tugasnya dan  bertanggungjawab  atas
kebersihan kantor perusahaan.

Driver
Tugas driver adalah mengantar pimpinan dan

karyawan untuk urusan dinas jika memerlukan jasa supir.
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Kemudian bertanggungjawab memelihara atas kendaraan
dinas.
h. Security

Tugas Security adalah menjaga keamanan perusahaan
dari resiko kebakaran, kerusakan dan kehilangan. Kemudian
menjaga ketertiban dan keamanan kantor perusahaan. Serta
membantu nasabah untuk proses pelayanan.

5. Produk-Produk yang ditawarkan®
a. Produk Pembiayaan
1) Pegadaian ar-rshn (gadai)

Pegadaian ar-rahn merupakan produk pembiayaan
menggunakan akad gadai yang berlandasakan prinsip syariah
dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan aman.
Masyarakat  dapat  mengajukan  pembiayaan  untuk
mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam waktu cepat dan
pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang yang
digadaikan dapat berupa emas maupun barang gudang seperti
barang elektronik, kendaraan bermotor, mobil atau benda
bergerak lainnya.

2) Pegadaian ARRUM (Ar-rahn Usaha Mikro)
ARRUM adalah skema pinjaman dengan sistem

syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem

® www.pegadaiansyariah. co.id, dikases pada 6 Mei 2019, dikases pada pukul. 16.00
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pengambalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB
mobil atau motor yang dimilikinya dan juga bisa
menggunakan emas sebagai jaminan. Usaha mikro dan kecil
yang dimiliki harus berjalan produktif dan berjalan minimal
satu tahun.
Pegadaian ARRUM Emas

ARRUM Emas merupakan salah satu produk dari
Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai
dengan jaminan perhiasan. Pinjaman dapat diangsur melalui
proses yang mudah dan sesuai dengan ketentuan syariah.
Memanfaatkan emas yang nasabah punya untuk mendapatkan
dana tunai dari Pegadaian Syariah. Aset emas yang dimiliki
akan tetap dan kebutuhan keuangan pun terpenuhi.
Pegadaian MULIA

Pegadaian Mulai adalah layanan investasi emas
batangan bisa tunai, angsuran, maupun arisan. Pegadaian
Mulai bisa diperuntukkan untuk personal maupun kolektif di
semua outlet Pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah.
Persyaratannya pun cukup mudah yaitu dengan membawa
identitas diri yang masih berlaku bisa berupa KTP, SIM atau
Paspor yang masih berlaku. Melalui Pegadaian Mulia

masyarakat dapat berinvestasi emas untuk masa depan.
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Pegadaian Amanah

Pegadaian Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan
solusi untuk karyawan dan penguasaha kecil agar dapat
memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan dapat
diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses
pembiayaan yang mudah.
Pegadaian Rahn Tasjily Tanah

Pegadaian rahn tasjily tanah merupakan produk baru di
Pegadaian Syariah. Pembiayaan yang dilakukan dengan
menjaminkan sertifikat tanah di Pegadaian. Pembiayaan ini
ditujukan terutama untuk pengusaha dan petani agar

mempermudah dalam memperoleh dana.

b. Produk Non Pembiayaan

1)

2)

MPO (Multi Payment Online)

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai jenis
tagihan bulanan, seperti pembayaraan PDAM, telepon, listrik,
pulsa dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian.
Bahkan sekarang Pegadaian juga melayani fop up untuk Grab
dan Gojek.

Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan layanan untuk mengetahui

karatase dan kualitas harta perhiasan emas dan berlian, dan

batu permata yang digunakan baik untuk keperluan personal
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maupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui karatase dari
harta perhiasan yang dimilki dengan biaya yang relative
ringan, sehingga masyarakat tidak mengalami kebimbangan
atas nilai pasti dari investasinya.
Jasa Titipan

Pegadaian Syariah melayani nasabah yang ingin
menitipkan barang berharganya, seperti perhiasan emas,
berlian, surat berharga, ataupun kendaraan bermotor dengan
biaya terjangkau.
Tabungan Emas

Pegadaian Syariah juga melayani penjualan dan
pembelian emas. Keinginanan nasabah untuk memiliki emas
dapat diperoleh dengan cara menabung. Sehingga nasabah tak
perlu  membayar uang muka seperti dalam pembiayaan

MULIA.

7) Pegadaian ARRUM Haji

ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian
Syariah yang memungkinkan nasabah untuk bisa
mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Malalui
Pegadaian ARRUM Haji diharapkan Pegadaian Syariah
mampu membantu mewujudkan masyarakat untuk pergi ke

Tanah Suci.
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B. Mekanisme Operasional Pembiayaan Produk Amanah Di Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya

1. Persyaratan dan Pengajuan Pembiayaan dengan Produk Amanah

a. Persyaratan dokumen lengkap’

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Fotokopi KTP suami atau istri.

Fotokopi kartu keluarga (KK).

Fotokopi STNK.

Fotokopi BPKB.

Fotokopi PBB.

Fotokopi rekening listrik.

SKU (Surat Keterangan Usaha) khusus untuk pengusaha kecil
atau mikro memiliki usaha produktif yang sah dan telah
berjalan minimal 1 tahun.

SK pengangkatan, rekomendasi atasan langsung minimal telah
bekerja selama dua tahun dengan usia minimal 21 tahun
(khusus karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau
swasta).

Pas foto 3x4 suami istri.

b. Proses pengajuan®

1)

2)

Nasabah mengajukan pembiayaan dengan Produk Amanah
mengisi dan menandatangani formulir.

Membawa persyaratan yang telah ditetapkan.

" Catalog Pegadaian

8 Brosur Pegadaian Syariah: Pegadaian Amanah.
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3) Membayar Dp 10% jika ingin membeli motor atau membayar
20% untuk mobil.
4) Analis melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat
kerja.
5) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.
6) Pihak pegadaian dengan segera menyerahkan uang
pembiayaan Produk Amanah ke dealer:
2. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan
Pembiayaan dengan Produk Amanah di Pegadaian Syariah
Cabang Blauran merupakan produk untuk membantu nasabah yang
ingin memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor ataupun mobil
dengan cara mengangsur. Persyaratan guna mendapatkan pembiayaan
dengan Produk Amanah juga relative mudah. Barang yang
dijaminkan dalam pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian Syariah
cabang Blauran adalah BPKB sepeda motor atau mobil. Proses
pengajuan yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembiayaan
adalah 3 hari setelah analis melakukan survei data yang dilampirkan
dalam persyaratan.
Produk Pegadaian Amanah mengutamakan untuk pengusaha
kecil atau mikro, karyawan internal, eksternal dan professional untuk
pembelian kendaraan bermotor maupun mobil. Pembiayaan Amanah

beroperasi  berlandaskan Fatwa DN-MUI Nomor 92/DSN-
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MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwil
al-Mauthuq bi al-rahn).’

Jangka waktu pelunasan untuk sepeda motor terdiri atas 12,
24, dan 36 bulan. Harga sepeda motor bisa dimulai dari harga
Rp15.000.000,- dengan DP 10% dari besar pembiayaan yang
diajukan. Pembelian sepeda motor bekas mempunyai batasan kriteria
tahun 2010. Sedangkan untuk jangka waktu pelunasan pembelian
mobil terdiri atas 12, 24, 36, 48, dan 60 Bulan. Harga dari mobil
bervariasi, pembelian bisa dimulai dari Rp80.000.000 dengan DP
20% dari besar pembiayaan. Batasan maksimal untuk pembiayaan
Produk Amanah sebesar Rp450.000.000,-.

Apabila nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar
angsuran pembiayaan Produk Amanah, maka nasabah terebut akan
membayar denda keterlambatan. Denda keterlambatan (fa’widh)
diberikan jika mhin terlambat dalam pembayaran angsuran dari
waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal, maka akan
dikenai denda:'’

Gambar 3.2

Perhitungan Denda Pembayaran

4% x cicilan pokok marhun biliper bulan+ mu’nah per bulan

30

® Bu Sri Sumaryani,S.E, MM, Pimpinan Cabang, Wawancara, Surabaya 12 April 2019
10 Bu Wuwuh, Asisten Manager, Wawancara, Surabaya 16 Mei 2019
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Apabila nasabah tidak dapat melunasi angsurannya, maka
akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam perjanjian akad.

3. Ketentuan Ujrah Pembiayaan dengan Produk Amanah

a. Biaya transaksi dalam Produk Amanah

Tabel 3.1
Biaya Transaksi
Transaksi
Transaksi Biaya Keterangan

Pengajuan 1% Biaya administrasi
pembiayaan
Pengangsuran 1% Tarif ijarah
Biaya lainnya - Biaya materai,

asuransi, dan lain

sebagainya

Biaya uang muka >20% Uang muka

pembelian barang

b. Penentuan besaran angsuran bulanan'!

Gambar 3.3

Penentuan Besar Angsuran Bulanan

[ Angsuran=[MB +m ] :n }

MB = Marhun Bih
m = Mu’nah (pembiayaan pemeliharaan marhun) selama akad

n = Jangka waktu akad (bulan)

1 Catalog Pegadaian



c. Penghitungan mu’nah'?

Gambar 3.4
Penghitungan Mu’nah

[ Mu’nah [m] = HPS x tariff x n ]

HPS = Harga Pasar Kendaraan, nilainya sama dengan taksiran
Tarif = Tarif mu’nah
n = Jangka waktu akad (bulan)

4. Ketentuan Angsuran

Tabel 3.2

Simulasi Angsuran Motor

Angsuran
Harga DP 10%

12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan

15.000.000 [ 1.500.000 | 1.267.000 705.000 517.500

20.000.000 | 2.000.000 | 1.690.000 940.000 690.000

25.000.000 | 2.500.000 | 2.112.500 | 1.175.000 862.500

Sumber: Brosur Pegadaian Amanah

2 1pid.,
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Tabel 3.3
Simulasi Angsuran Mobil
Angsuran
Harga DP 20% | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan
80.000.000 | 16.000.000 | 6.093.333 | 3.426.667 | 2.537.778 | 2.093.333 | 1.826.667
100.000.000 | 20.000.000 | 7.616.667 | 4.283.333 | 3.172.222 | 2.616.667 | 2.283.333
120.000.000 | 24.000.000 | 9.140.000 | 5.140.000 | 3.806.667 | 3.140.000 | 2.740.000
150.000.000 | 30.000.000 | 11.425.000 | 6.425.000 | 4.758.333 | 3.925.000 | 3.425.000

Sumber: Brosur Pegadaian Amanah

5. Keuntungan menggunakan pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian

Syariah'?

a. Proses transaksi yang sederhana, cepat dan mudah.

b. Operasional transaksi yang berprinsip syariah yang adil dan

menentramkan sesuai dengan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.

c. Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonsia.

d. Uang muka yang terjangkau, yakni untuk pembelian sepeda motor

mulai 10 % dan pembelian mobil mulai 20%.

e. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48,

dan 60 bulan.

f. Biaya (Mu’nah) yang kompetitif terhadap taksiran.

13 Brosur Pegadaian Amanah
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. Pembiayaan dapat dilakukan untuk pembelian kendaraan baru

maupun second.

. Target nasabah merupakan pengusaha mikro atau kecil, karyawan

internal, karyawan ekternal dan professional.



BAB IV

TINJAUAN HUKUMISLAM DAN FATWA DSN-MUINOMOR 92 TAHUN
2014 TERHADAP PRAKTIK PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Analisis Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya
Mekanisme pengajuan pembiayaan Produk Amanah diawali
dengan datang ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan
membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan
Produk Amanah setelah menentukan kendaraan yang diinginkan beserta
spesifikasinya. Langkah selanjutnya nasabah akan membayar Dp 10%
untuk pembelian sepeda motor atau membayar 20% untuk pembelian
mobil. Dari berkas dokumen yang diajukan, analis pihak Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya akan melakukan verifikasi dokumen,
domisili dan tempat kerja. Kemudian pejabat yang berwenang akan
memberikan persetujuan, dan yang terakhir pihak pegadaian segera
menyerahkan uang pembiayaan Produk Amanah ke dealer dengan
estimasi kurang lebih tiga hari dari penyerahan berkas secara lengkap.
Mekanisme operasional pembiayaan dengan Produk Amanah di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad
murabahah pada transaksi jual beli dan raAn untuk parang jaminan. Pada

transaksi murabahah, terjadi tiga hubungan, yaitu: pertama, hubungan

76
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antara Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan nasabah.
Kedua, hubungan antara nasabah dengan dealer. Ketiga, hubungan antara
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan dealer.

Akad rahn yang digunakan adalah rahn tasjily, yaitu bentuk gadai,
yang mana barang gadai hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun,
barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pembeli
gadai.' Nasabah cukup menyerahkan BPKBnya saja kepada Pegadaian
Syariah untuk memelakukan pembiayaan dengan Produk Amanah dari
transaksi murabahah sebagai barang jaminan. Tentang rahn tasjily,
dijelaskan pula bahwa murtahin berhak mendapatkan ujrah atas biaya
penyimpanan marhun. Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah
hutang rahin kepada murtahin. Selain biaya pemeliharaan, murtahin juga
dapat mengenakan biasa lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil
seperti biaya asuransi terhadap emas yang dijadikan barang gadai.’

Sesuai dengan hasil wawancara, barang yang dijaminkan dalam
pembiayaan adalah BPKB kendaraan dari transaksi jual beli. Kemudian
dijadikan barang jaminan dari transaksi jual beli dengan menggunakan
akad murabahah sekaligus barang gadai untuk transaksi rahn. Sehingga
Pegadaian Syariah dapat menggambil biaya mu’nah (jasa pemeliharaan)
dari pembiayaan dengan Produk Amanah dan biaya uang muka dari akad

murabahah serta keuntungan dari jual beli motor atau mobil. Dilihat dari

" Muhammad Yazid, Figh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 130.
% Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada), 159
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perhitungan untuk menentukan besar angsuran perbulannya, ujrah antara
murabahah dan biaya mu’nah dijadikan menjadi satu paket dalam
pembiayaan Produk Amanah danlam satu transksi dengan dua akad yang
berbeda.

Dari praktik Produk Amanah terjadi dwifungsi jaminan dalam satu
transaksi. Pada akad murabahah diperbolehkan adanya barang jaminan
dan vang muka. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan; Jaminan (dhomman), biasanya cukup dengan barang
yang dijadikan objek perjanjian saja, namun karena besarnya pembiayaan
lebih dari harga pokok barang (karena ada mark up) maka bank
mengenakan uang muka senilai dengan kelebihan jumlah pembiayaan
yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.

Pegadaian menerapkan hal yang serupa, yakni adanya ketetapan
uang muka pada awal perjanjian. Pembelian sepeda motor dikenai uang
muka 10% dari besar pembiayaan yang diajukan. Sedangkan untuk
pembelian mobil dikenai uang muka 20% dari besar pembiayaan. Ujrah
dalam Produk Amanah, selain diambil dari uang muka, dan biaya mu’nah
(pemeliharaan), terdapat pula wujrah transaksi yang diambil dari biaya
administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan, tarif ijgrah 1% untuk
angsuran, dan biaya lain-lain seperti biaya materai dan asuransi.

Adapun jika nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar

angsuran dari waktu yang telah ditentukan diawal kesepakatan maka akan
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dikenai denda keterlambatan (za’'widh). Apabila nasabah tidak dapat
melunasi angsurannya, maka akan dilakukan langkah-langkah sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian akad.

. Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014
terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya

Pembiayaan =~ Produk Amanah merupakan produk yang
mengutamakan pengusaha mikro atau kecil, karyawan internal, eksternal
maupun professional untuk memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor
maupun mobil, baik bekas maupun baru dengan cara angsuran. Melalui
Produk Amanah masyarakat dapat memanfaatkan SK pengangkatan atau
SKU dari usaha mikro untuk mempunyai kendaraan pribadi dan
menggunakan BPKB sebagai barang jaminan.

Rukun pada akad murabahah dalam pembiayaan Amanah sudah
terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek akad yang
diperjualbelikan dan adanya ijab gabul Adapaun syarat tambahan untuk
akad murabahah adalah penjual dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya harus memberitahukan biaya modal kepada nasabah,
perjanjian kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
diawal perjanjian dan kontrak tersebut harus terbebas dari riba.

Tambahan atau wujrah dalam murabahah besar kecilnya untuk
setiap pembiayaan berbeda, hal tersebut dilihat dari besar kecilnya risiko

yang ditanggung untuk pembiayaan, justru besarnya mark up (tambahan
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keuntungan) tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan
seperti yang biasa ditetapkan dalam perjanjian kredit pada bank
konvensional yang menggunakan prinsip semakin lama suatu pembiayaan
yang diberikan maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak
bank.

Adanya jaminan dalam akad murabahah diperbolehkan dalam
bermuamalah. Madzhab Maliki memiliki pendapat bahwa rahn dapat
dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali
pada jual beli mata uang (sharfy dan pokok modal pada salam yang
berkaitan dengan tanggungan. Diatur juga sebagaimana dalam fatwa
DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada
bagian ketiga tentang jaminan dalam murabahah. Bahwa jaminan dalam
murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pemesananannya,
sehingga tidak merugikan salah satu pihak dikemudian hari. Kemudian,
bank dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat
meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang agar
meyakinkan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya. Apabila
pinjaman tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan
uang itu dibayar untuk pinjaman yang belum terbayar. Apabila dalam
penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan
kepada pemiliknya.

Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

mengguankan akad murabahah dan rahn dalam satu transaksi. Menurut
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Muhammad Syafii Antonio dalam buku Bank Syariah: Dari teori ke
praktik menjelaskan bahwa terdapat dua macam pengaplikasian kontrak
rahn di perbankan syariah:® Pertama, sebagai produk pelengkap. Rahn
digunakan sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan
(jaminan atau collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan
bai’  al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai
konsekuensi akad. Kedua, sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara
Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai
sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedanya dengan
pegadaian biasa, dalam akad rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang
dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan,
serta penaksiran.

Akad rahn yang digunakan dalam pembiayaan Amanah yaitu rahn
tasjily, yang mana barang gadai hanya dipindahkan kepemilikannya.
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (murtahin) berhak
mendapatkan wujrah atas biaya penyimpanan marhun. Besaran biaya
penyimpanan atau penitipan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang
rahin kepada murtahin. Jika dilihat dari pengaplikasian kontrak, rahn
yang digunakan adalah rahn sebagai pelengkap dalam akad murabahah
bukan sebagai raAn produk tersendiri yang menggambil biaya
pemeliharaan menjadi satu transaksi. Dalam transaksi tersebut barang

jaminan yang digunakan sebagai agunan sekaligus barang gadai

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), 130
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berdampak pada perhitungan ujrah pembiayaan. Ujrah pembiayaan dalam

Produk Amanah yaitu adanya biaya mu’nah (pemerliharan) dalam

angsuran.

Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi al-
rahn). Dijelaskan bahwa biaya yang yang harus dibayar adalah, uang
muka, biaya administrasi, biaya ijarah, biaya materai, biaya asuransi, dan
biaya mu’nah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUIIV/2014 tentang
Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-rahn).
menjelaskan tentang ketentuan terkait pendapatan murtahin dalam hal ini
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sebagai berikut:

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli (al-
bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin
hanya berasal dari keuntungan (a/-ribj1) jual-beli;

2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-menyewa
(ijarah) yang pembayaran ujraimya tidak tunai, maka pendapatan
murtahin hanya berasal dari wjrah;

3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang
(akad gardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu nah
(jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus

ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah,
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4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan
penghasilan murtahin (Syarik/ Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi
hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik-

Pengelola/ Mudharib).

Menurut fatwa yang disebutkan diatas, terdapat empat poin terkait
ketentuan pendapatan murtahin bahwasanya pendapatan yang diperoleh
murtahin terjadi karena akad jual-beli yang pembayarannya tidak tunai,
maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (a/-ribf) jual-
beli. Jika transaksi pembiayaan terjadi karena peminjaman uang (akad
gardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa
pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus

ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah.

Pada praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya pendapatan murtahin berasal dari pembiayaan
murabahah yang dilakukan nasabah. Akad jual beli dilakukan secara tidak
tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan transaksi
jual-beli yang dilakukan. Namun, pada parktik mekanisme nasabah juga
harus membayar biaya mu’nah dari jasa penitipan atau pemeliharaan

barang jaminan.

Adanya dua ujrah dalam satu transaksi dengan dua akad yang
berbeda. Akad yang pertama yaitu murabahah, dalam transaksi ini

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggambil keuntungan
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dari jual-beli. Dari jual beli tersebut Pegadaian Syariah menetapkan
adanya barang jaminan yang diberikan agar nasabah serius dalam
melunasi pinjaman yang diberikan yaitu berupa BPKB kendaraan yang
telah dibeli. Dari barang jaminan tersebut Pegadaian Syariah mengambil
biaya mu’nah atas jasa pemeliharaan barang jaminan. Sehingga akad
murabahah dan rahn merupakan satu kesatuaan meskipun adanya dua
ujrah dalam satu transksi dengan dua akad yang berbeda yaitu murabahah
dan rahn. Penjabaran uraian tersebut adanya kesesuaian antara praktik
dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi al-

rahn).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan

membahas permasalahan yang ada pada Produk Amanah di Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya, berikut adalah kesimpulan yang

diperoleh penulis dari penjabaran sebelumnya:

1.

Mekanisme operasional pembiayaan dengan Produk Amanah
menggunakan akad murabahah pada transaksi jual beli dan rahn
tasjily. Nasabah menyerahkan BPKB kepada Pegadaian Syariah
sebagai barang jaminan untuk melakukan pembiayaan dengan Produk
Amanah dari transaksi murabahah dan sebagai marhun dalam rahn.
Sehingga wujrah dalam Produk Amanah, selain diambil dari uang
muka, dan biaya mu’nah (pemeliharaan), terdapat pula ujrah transaksi
yang diambil dari biaya administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan,
tarif 7Fjarah 1% untuk angsuran, dan biaya lain-lain seperti biaya
materai dan asuransi.

Adanya dua ujrah dalam satu transaksi dengan dua akad yang berbeda.
Akad yang pertama yaitu murabahah, dalam transaksi ini Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya menggambil keuntungan dari jual-
beli. Dari jual beli tersebut Pegadaian Syariah menetapkan adanya

barang jaminan dan mengambil biaya mu’nah atas jasa pemeliharaan.
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Sehingga akad murabahah dan rahn merupakan satu kesatuaan
meskipun adanya dua ujrah dalam satu transksi dengan dua akad yang
berbeda yaitu murabahah dan rahn. Penjabaran uraian tersebut adanya
kesesuaian antara praktik dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor
92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-

Tamwil al-Mauthuq bi al-rahn).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada
Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, terdapat
beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan agar
membawa manfaat dampak positif untuk kemajuan Pegadaian Syariah,
yaitu diharapkan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran agar
lebih giat mempromosikan produk Amanah untuk membantu karyawan
internal, eksternal maupun professional dan pengusaha mikro memperoleh
kendaraan pribadi dengan cara mengangsur dan angsuran yang relative
murah. Dan diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran dapat
berperan aktif untuk memberitahu nasabah terkait barang jaminan dan

yang ditetapkan dalam pembiayaan di awal transaksi.
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